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ABSTRACT

Massive land grabbing is a global phenomenon that takes place widely by involving cross-country and
continental actors. However, this approach to agricultural development with this pattern is less in line with
agrarian reform, because it produces inequality, conflict, and marginalization of small farmers. Various studies
report the massive land grabbing especially in African countries, Latin America and also Asia. Until now, the
phenomenon of land grabbing that has such serious impacts is not openly discussed by academics, and is often
covered as an inter-state investment dynamic. This paper is a scientific review derived from various studies and
reports, which are constructed into land grabbing character, its causal factors, the resulting impacts, and the
urgency of solutions to suppress its spread. The results of the study show that in Indonesia this is also the case,
and has begun to show the impacts that are less in line with the vision and mission of national agricultural
development, especially the threat to the achievement of food security and farmers' welfare. In the future, the
phenomenon of land grabbing should be used as an open agenda and find solutions by integrating with agrarian
reform planning.
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ABSTRAK

Akuisisi lahan secara besar-besaran merupakan sebuah fenomena global yang berlangsung secara luas
dengan melibatkan aktor lintas negara dan benua. Namun demikian, pendekatan pembangunan pertanian
dengan pola ini kurang sejalan dengan reforma agraria, karena menghasilkan ketimpangan, konflik, serta
peminggiran petani kecil. Beragam studi melaporkan masifnya akuisisi lahan terutama di negara-negara Afrika,
Amerika Latin dan juga Asia. Sampai saat ini, fenomena akuisisi lahan yang memiliki dampak serius tersebut
tidak dibicarakan secara terbuka oleh kalangan akademisi, dan seringkali ditutupi sebagai sebuah dinamika
investasi antar negara belaka. Tulisan ini merupakan sebuah review ilmiah yang berasal dari berbagai hasil studi
dan laporan, yang dikontruksi menjadi karakteristik akuisisi lahan, faktor penyebabnya, dampak yang dihasilkan,
serta urgensi solusi untuk menekan penyebarannya. Hasil kajian menunjukan bahwa di Indonesia hal ini juga
berlangsung, dan telah mulai memperlihatkan berbagai dampak yang kurang sejalan dengan visi dan misi
pembangunan pertanian nasional, terutama ancamannya terhadap pencapaian ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani. Ke depan, semestinya fenomena akuisisi lahan harus dijadikan sebagai agenda terbuka
dan dicarikan solusinya dengan mengintegrasikan dengan perencanaan reforma agraria.

Kata kunci: akuisisi lahan, konflik, penguasaan lahan, perusahaan pertanian, reforma agraria

terhadap  sulitnya  pemenuhan  produksi

PENDAHULUAN pertanian untuk pangan dan bakhan bakar
nabati (biofuel), sehingga lahan menjadi sumber

Akuisisi lahan (land grabbing) untuk usaha daya yang menjadi perebutan.
pertanian merupakan gejala umum di dunia, stlah “land  grabbing’ pertama kali
yang sepintas terlihat hanya sebagai pola-pola dikemukakan oleh sebuah lembaga pertanian
investasi lintas benua, namun sesungguhnya GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Istilah ini

memiliki implikasi luas secara ekonomi, politik,
dan budaya. Gejala ini semakin ramai
berlangsung semenjak 10 tahun terakhir, di saat
dunia menghadapi krisis pangan dan ketakutan

digunakan untuk menyebut peristiwa
pengambilan  tanah-tanah pertanian oleh
perusahaan besar melalui investasi agribisnis.



Setelah istilah ini muncul, berbagai lembaga
PBB seperti Food and Agricultures
Oraganization (FAO) dan International Fund for
Agriculture Development (IFAD), memberikan
perhatian dan advokasi serius terhadap
persoalan ini (Tolo 2014). Berbagai literatur
menerjemahkan land  grabbing  dengan
“perampasan tanah”, namun penulis dalam
tulisan ini menyebutnya dengan “akuisisi tanah”
karena dilakukan secara legal-formal. Penulis
tidak menggunakan istilah “perampasan tanah”
karena tidak seluruh land grabbing dilakukan
secara ilegal disertai kekerasan.

Saat ini istilah land grabbing sudah semakin
populer bahkan telah menjadi perhatian
berbagai lembaga PBB seperti Food and
Agriculture Organization (FAO) dan International
Fund for Agricultural Development (IFAD), serta
organisasi-organisasi non pemerintah.Akusisi
lahan yang berlangsung di Africa, Amerika Latin,
Asia Tengah dan Asia Tenggara telah
meramaikan perhatian dunia namun belum
banyak dipahami (“.... yet international land
deals and their impacts still remain little
understood”) (Baker-Smith and Miklos-Attila
2016).

Banyak pihak mencemaskan
akuisisi lahan  berskala besar karena
menghambat ~ program reforma  agraria
pemerintah. Penguasaaan lahan oleh para
investor besar tentunya akan mempersulit akses
petani kecil dan buruh tani atas tanah pertanian
tersebut. Meskipun banyak penyebab, namun
fenomena akusisi lahan sejatinya terjadi karena
posisi ekonomi pangan yang sangat strategis,
yakni dengan meroketnya harga bahan pangan,
sehingga pangan menjadi “ladang emas”
baru.Hal tersebut menyebabkan terjadinya
gelombang investasi ke sektor tanaman pangan
di seluruh dunia.

mengenai

Tulisan ini  merupakan review ilmiah
(scientific review) dari berbagai sumber
berkenaan dengan fenomena akuisisi lahan
sebagai gejala global yang berlangsung di
berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Hal ini
merupakan permasalahan yang harus difahami
dan menjadi perhatian publik, karena memiliki
implikasi yang luas kepada seluruh sisi
kehidupan, terutama pada pembangunan
pertanian dan kesejahteraan petani. Struktur
penguasaan lahan yang timpang dan
penguasaan lahan yang tidak memadai bagi
keluarga-keluarga petani merupakan ancaman
terhadap pembangunan pertanian nasional dan
peningkatan kesejahteraan petani di dunia.
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FENOMENA AKUISISI LAHAN (LAND
GRABBING) DI DUNIA

Berita tentang fenomena akuisisi lahan (land
grabbing) muncul dari seluruh dunia, dimana
jumlah kesepakatan dan luas kawasan yang
tercakup meningkat pesat. Berbagai kajian
menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun
terakhir ini antara 20-80 juta hektare tanah telah
diakuisisi atau diambil alih, meskipun sulit
dipastikan karena sebagian besar kesepakatan
itu dibuat dengan diam-diam (Bolin 2011).
Kajian tahun 2009 vyang dilakukan oleh
International Food Policy Research Institute
(IFPRI) memperkirakan 20 juta ha, namun
menurut kajian Bank Dunia lebih dari dua kali
lipat yakni 45 juta ha (Bank Dunia 2010),
sementara  International Land  Coalition
memperkirakan 80 juta ha (Farooki and
Kaplinsky 2013).

Wilayah Afrika merupakan target utama bagi
investasi skala besar ini, walaupun juga banyak
laporan masuk dari seluruh penjuru negara
berkembang di seluruh dunia. Laporan dari PBB
yakni UN Committee on World Food Security’s
High Level Panel of Experts on Food Security
and Nutrition menyebutkan bahwa investor
interansional telah mengakuisisi lahan seluas
50-80 juta hektar di negara-negara berkembang
(middle and low-income countries), melalui
pembelian dan penyewaan, dimana dua pertiga
dari area ini berada di sub-Saharan Africa
(Pacheco 2012).

Pemerintah dan perusahaan menyebut ini
sebagai investasi yang sangat diperlukan di
sektor pertanian, namun yang terjadi bukannya

pembangunan pertanianmelainkan hanya
sekedar pembangunan “agribisnis” (GRAIN
2008). Perbedaan kedua pendekatan

pembangunan ini pernah serius dibicarakan
sebagian kalangan. Perdebatan lama tentang
“pembangunan pertanian versus pembangunan
agribisnis” misalnya lihat pada catatan Scott
(2013) dalam tulisannya berjudul “Building
Bridges Between Agribusiness And
Development”. Dalam tulisan ini, Scott
menyatakan agribisnis sebagai inti pertanian
modern mengaplikasikan input kimia tinggi yang
membawa implikasi negatif pada kesehatan
lingkungan dan konsumen. Sementara dari sisi
manajemen dan bisnis, agribisnis menyingkirkan
petani kecil yang dipandang tidak efisien dan
kalah bersaing. Agribisnis berjalan dengan
prinsip utama keuntungan dan efisiensi,
sehingga skala usaha harus dipenuhi, dan
semakin besar skala akan lebih baik.
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Demikian pula Pacheco (2012) melihat
bahwa investasi besar-besaran pada aribisnis
lintas negara membawa dampak yang kurang
terkontrol pada akses pada pangan,
perlindungan hak agraria dan pembagian nilai
tambah yang diperoleh. (“.. foreign investments
contribute towards overcoming technological
constraints, fostering agricultural modernisation
and linking local economies with global markets.
Critics highlight concerns about equitable
access to food, protection of local tenure rights
and enhanced benefit-sharing from land
development”. Agribisnis secara tidak langsung
juga menyebabkan kerusakan hutan (forest
destruction), meskipun adakalanya juga
dipandang sebagai sebuah kegiatan konservasi.

Menurut Chinsinga et al. (2013) ada dua
kubu pendapat dalam konteks akuisisi
lahanberkala besar ini yakni yang optimis dan
pesimis. Dari kubu optimis, melihat bahwa tanah
akan lebih efektif secara ekonomi untuk sentra
pertanian berskala luas daripada dikelola oleh
petani dengan skala rumah tangga, sehingga
berpeluang untuk menghadirkan investor.
Dengan kata lain, land grabbing diyakini lebih
berpotensi menarik investor, pertumbuhan
ekonomi, ketahanan pangan, meningkatkan
kompetisi domestik dan menghadirkan peluang
kerja. Namun pada sisi yang pesimis, land
grabbing adalah bentuk dari peminggiran
komunitas dari alat produksinya dan (akan)
memiskinkan mereka. Hadirnya perusahaan
besar yang mengambil lahan secara luas, hanya
akan memberikan keuntungan paling besar
pada pemilik perusahaan tersebut, namun tidak
menjamin kesejahteraan masyarakat setempat,
bahkan juga tidak untuk buruh-buruh tani yang
bekerja di atasnya.

Kasus-Kasus Akuisisi Lahan di Berbagai
Belahan Dunia

Banyak laporan yang menyampaikan
fenomena dan dampak akusisi lahan di belahan
benua Afrika. Di Sierra Leone misalnya,
perusahaan bioenergi dari Swiss melakukan
investasi di perkebunan tebu untuk produksi
ethanol yang sebagian besar untuk pasar
Eropa. Investor memperoleh izin sewa selama
50 tahun untuk proyek seluas 20 ribu ha,
dimana proyek tersebut dipromosikan dan
mendapat dukungan penuh dari pemerintah
serta dukungan Lembaga Keuangan Eropa dan
Bank Pembangunan Afrika (Oakland Institute
2011),. Dalam pelaksanannya, ketika lahan
dibuka untuk ditanami tebu, tanaman pangan
tradisional seperti singkong dan sawit liar untuk
menghasilkan minyak goreng dihancurkan,

saluran irigasi baru  yang dibangun
menyebabkan sebagian rawa-rawa kering,
sementara program pengembangan petani
kurang berjalan (Da Via 2011). Intinya, proyek
telah meningkatkan kerawanan pangan di
daerah tersebut, sedangkan janji untuk memberi
ganti rugi yang memadai atau diberi tanah
alternatif untuk menggembalakan ternak atau
untuk ditanami tidak terealisasi.

Sementara di Ethiopia, sebuah perusahaan
Saudi Arabia telah menguasai lebih kurang 10
ribu ha sawah di wilayah Gambella, dimana
perusahaan dibebaskan dari sewa lahan selama
60 tahun (Oakland Institute 2011). Kesekapatan
yang sangat menguntungkan ini mendorong
perusahaan untuk merencanakan perkebunan
baru seluas 500 ribu ha di area lain untuk
menghasilkan 1 juta ton beras, jagung, teff
(semacam gandum), gula dan biji minyak untuk

ekspor.Meskipun  dijanjikan untuk  tidak
mengganggu kawasan konservasi, namun
Otoritas Konservasi Satwa Liar Ethiophia

memperkirakan bahwa sekitar 438 ribu ha lahan
yang sudah dibuka berada di area yang
sebelumnya adalah Taman Nasional Gambella.
Area lahan basah yang rentan telah diubah
untuk ditanami padi, termasuk sejumlah besar
kawasan hutan di dekatnya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja,
meskipun menjanjikan untuk merekrut empat
sampai lima ribu pekerja, namun hanya ada 900
lapangan pekerjaan yang total pekerjaan hanya
selama tiga minggu, dan itupun hanya 50 posisi
yang purna waktu. Dampak lainnya, program
tersebut juga mengharuskan pemukiman
kembali sekitar 45 ribu keluarga di wilayah
Gambella ke desa-desa yang lebih kecil di
tempat lain. Hal ini tentu saja sebuah bentuk
peminggiran yang akan berujung dengan
penurunan kesejahteraan masyarakat yang
digusur.

Sementara di daerah Gambella, ada sekitar
1,1 juta ha tanah pertanian yang subur.
Sepertiga diantaranya telah disewakan dan
dalam tiga tahun terakhir 896 perusahaan telah
datang ke wilayah itu. Meskipun terdapat
hubungan yang jelas antara program
“desanisasi” yang baru diperkenalkan kembali
dengan meningkatnya minat atas tanah
pertanian, pejabat setempat bersikeras bahwa
fenomena ini hanya kebetulan belaka, dan
bahwa pemukiman kembali itu bersifat sukarela,
dilakukan demi kepentingan masyarakat, yakni
untuk memberi mereka akses yang lebih baik
atas layanan sosial dan infrastruktur (Vidal
2011).



Berikutnya, khusus di kawasan Asia
Tenggara, penelitian Schneider (2011)
melaporkan akuisisi lahan mulai marak di
Kamboja mengikuti pola gelombang akuisisi
lahan di dunia. Data tahun 2008 menunjukkan
bahwa di Kamboja setidaknya terdapat 150 ribu
warga yang berada dalam ancaman
penggusuran. Kemudian tahun berikutnya
setidaknya terdapat 27 penggusuran yang
mengorbankan 23 ribu warga. Pada kondisi
seperlima petani Kamboja tidak memiliki tanah
atau hampir tidak bertanah, namun tahun 2009
pemerintah menyediakanl124 ribu ha untuk 19
perusahaan.

Lebih jauh, penelitan Borras dan Franco
(2011) di negara-negara Asia Tenggara berhasil
mengidentifikasi peran penting Eropa dalam
akuisisi lahan berskala luas. Meskipun Eropa
bukan menjadi pendorong utama akuisisi lahan
di Asia Tenggara, namun perannya sangat
signifikan. Pengaruh Eropa di sini mengacu
pada sektor perusahaan dan kebijakan publik;
yang secara langsung atau tidak langsung;
mempengaruhi dinamika akuisisi lahan di Asia
Tenggara. Penelitian dilakukan pada tiga
negara, yaitu Kamboja, Indonesia dan Filipina.

Karakteristik akuisisi lahan di Asia Tenggara
adalah berlandaskan asumsi seolah tanah yang
tersedia di negara-negara Selatan adalah tanah
kosong, marjinal, dan tidak dihuni; dan
dipandang sebagai solusi bagi krisis pangan
dan energi di dunia (Borras dan Franco 2011).
Pola yang lain adalah negara mengklaim secara
sepihak penguasaan tanah, adanya
peminggiran warga akibat konsep logika “global
agrofood-feed-fuel complex”, akuisisi lahan
dilakukan oleh perusahaan domestik dan
transnasional dengan dukungan pemerintah
pusat, dan sebagian besar produk adalah
komoditi untuk ekspor.

Pada hakekatnya, akusisi lahan terjadi
terutama di wilayah-wilayah “negara selatan”
atau “negara miskin” (White et al. 2012). Selain
di Afrika dan Asia Tenggara juga banyak
berlangsung di wilayah Amerika Latin (Borras; et
zal, 2012). Namun demikian, akuisisi lahan juga
ditemukan di wilayah negara-negara maju baru
seperti China (Harvey, 2007).

Selain land grabbing, Edelman et al. (2013)
melihat timbulnya variasi lain yang memiliki pola
sosial ekonomi politik serupa, yakni apa yang
dikenal dengan “water grabbing”, “green
grabbing” dan “grabbing for industrial and
urbanisation  projects”. “Green  Grabbing®
beroperasi dengan berbasiskan pada logika-
logika lingkungan untuk menguasai tanah
secara luas melalui konsesi konservasi alam,
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perdagangan karbon (carbon sequestration),
dan ecosystem service valuation. Hal ini
berkaitan dengan  konteks strategi mitigasi
perubahan iklim (climate change mitigations)
yakni proyek REDD+ (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation) dan
bahan bakar nabati (biofuels). Namun
demikian, proyek “Karbon Biru” tersebut tidak
dapat menyentuh perbaikan baik pada aspek
sosial maupun ekologi; karena solusi yang
diberikan sekedar memastikan stok karbon
(dengan indikator luasnya kawasan konservasi
perairan); namun tidak mencakup upaya
perbaikan dari hulu, yakni menghentikan
ekspansi konversi kawasan pesisir, industri
tambang, dan ekspansi kawasan privat-wisata.

KARAKTERISTIK AKUISISI LAHAN

FAO mendefinisikan land grabbing apabila
tanah yang ditransaksikan berskala luas,
melibatkan secara langsung pemerintah luar
negeri, dan sering berdampak negatif pada
pertanian. Borras et al. (2012) mengajukan tiga
ciri land grabbing vyaitu: adanya “control
grabbing” yakni suatu kekuasaan mengontrol
tanah dan sumber daya alam yang melekat
padanya untuk didayagunakan  melalui
akumulasi kapital, melibatkan skala tanah yang
luas dan modal besar, dan menggunakan
akumulasi  kapital untuk merespon krisis
pangan, energi dan finansial. Bolin (2011)
menekankan ciri ini, yakni penguasaan tanah
yang dianggap “kosong”, “tidur’ atau “tidak
produktif’ yang berpindah tangan untuk
dikembangkan menjadi perkebunan skala besar.
Pacheco (2012) menambahkan ciri bahwa ini
melibatkan banyak aktor dari lokal sampai
internasional dengan  beragam  motivasi
(produksi atau spekulasi), dan menimbulkan
beragam dampak. Berikutnya, kajian Borras et
al. (2012) di Amerika Latin (Uruguay, Paraguay,
Brazil, Bolivia, Argentina, Guatemala, dan
Meksiko) menemukan besarnya  peran
perusahaan trans-Latina.

Dengan demikian, selain melibatkan skala
yang luas, ciri lain land grabbing adalah
berlangsung lintas negara dan benua,
digunakan utamanya untuk usaha pertanian,
dan umumnya menggunakan lahan vyang
“kosong” dengan mendapatkan legalitas negara.
Dalam hal mekanisme, sebagian menggunakan
lahan negara, sebagian dengan “mengusir’
masyarakat yang sudah hidup di atasnya.
Karena inilah banyak pihak menyebut land
grabbing sebagai “perampasan lahan”.
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Akuisisi lahan dan sumber daya yang
melekat oleh korporasi mengandung makna
tentang dinamika kepemilikan yang
berhubungan dengan peralihan kepemilikan
atas tanah, air, hutan, atau sumber daya yang
sebelumnya  bersifat umum/publik, yang
kemudian terkonsentrasi atau terprivatisasi
menjadi milik privat, baik oleh individu ataupun
korporasi (White et al. 2012). Pada ranah
ekonomi politik global, akuisisi lahan biasanya
dilakukan oleh kaum kapitalis dengan tujuan
ekonomi politik. Agar tujuan ini tercapai, para
kapitalis biasanya beraliansi dengan negara
agar mendapat legitimasi legal-formal dalam
proses pendudukan tanah. Sesungguhnya pola
seperti ini sudah berlangsung semenjak abad 16
di Inggris, ketika perampasan tanah-tanah
rakyat oleh kaum borjuis dengan dibangunnya
banyak enclosure dan disahkan oleh undang-
undang.

Kepemilikan tanah, baik masyarakat kapitalis
maupun masyarakat feodal, memiliki tujuan
ekonomi politik yang sama sebagai faktor
produksi ekonomis  dan pelanggengan
kekuasaan. Dalam hal ini, konsep akusisi lahan
dalam masyarakat kapitalis dan feodal memiliki
titik simpul yang sama. Sistem kepemilikan
tanah dalam masyarakat feodal sering tidak
digolongkan sebagai land grabbing karena tidak
melalui tindakan koersif-represif atau aliansi
dengan negara. Pada masyarakat tradisional
penguasaan lahan secara luas juga sudah biasa
terjadi, yang sering dibungkus sebagai
penghormatan terhadap penguasa lokal. Hal ini
misalnya terjadi di Sultan Ground di wilayah
Kesultanan Yogyakarta (Jamal et al. 2001).
Secara sosiologis, praktek ini dijalankan melalui
pendekatan hegemoni, yakni ideologi yang
diciptakan oleh kelas penguasa terhadap
rakyat tanpa melalui tindakan koersif-represif,
namun melalui konsensus. Dalam kondisi ini,
rakyat menerima ideologi tersebut dengan
sukarela.

Sementara dari sisi metode, Mishra (2011)
menemukan ada dua proses akusisi lahan,
yakni yang terbuka dan tertutup. Pada bentuk
yang terbuka, akuisisi dilakukan dengan sangat
kelihatan, penuh perebutan, dan pemindahan
dalam skala besar warga untuk mega proyek
tanpa ditutup-tutupi. Sedangkan pada pola yang
tertutup (slow-motion dispossession), akuisisi
tidak terlihat secara nyata, perlahan, dan tidak
menunjukkan konflik terbuka di depan publik.

Setiap kasus akusisi memiliki  faktor
pembeda yang meliputi struktur pemerintahan
dan sistem hukum yang ada, hadir dan
absennya modal luar negeri, tipe industrialisasi
yang dijalankan, struktur sosial dari agraria

sebelumnya, serta konfigurasi keseimbangan
kelas yang akan membentuk karakter, tingkat
dan konsekuensi dari sebuah proses dan
dampak akuisisi lahan.

Khusus di Amerika Latin, penelitian Borras et
al. (2012) mendapatkan beberapa ciri yakni
adanya  “foreignization” yakni  beralihnya
penguasaan kepada pihak luar ini marak terjadi
saat lonjakan harga pangan pada krisis 2007-
2008, meskipun akuisisi umumnya berlangsung
melalui pembelian tanah. Satu hal menarik,
Borras et al. (2012) melihat bahwa land
grabbing tidak melulu terjadi pada negara yang
lemah, korup, dan non-transparan; melainkan
berlangsung juga di negara-negara yang relatif
demokratis, seperti Brazil, Uruguay dan
Argentina.

Dari pola akuisisi lahan di Asia Tenggara
misalnya, Borras dan Franco (2011) melihat
adanya keterkaitan tiga dimensi, yaitu
perubahan penggunaan lahan, perubahan
penggunaan tanaman, dan perubahan relasi
kepemilikan tanah. Perubahan penggunaan
lahan berupa perubahan tujuan dari produksi
pangan menjadi ekspor, konversi lahan pangan
menjadi produksi biofuel, konversi lahan non
pertanian ke pertanian, dan konversi tanah
hutan dan kosong untuk produksi biofuel.
Perubahan relasi kepemilikan lahan bisa berupa
redistribusi, distribusi, non (re)distribusi dan atau
re-konsentrasi. Negara kaya (Eropa) berperan
merubah relasi kepemilikan lahan di Asia
Tenggara dari bentuk non (re) distribusi dan re-
konsentrasi lahan.

Selain di pedesaan, akusisi lahan secara
luas juga terjadi di perkotaan. Penelitian Sue-
Jou et al. (2012) di Taipei mempelajari akuisisi
lahan melalui restrukturisasi spasial dan
transformasi  ekonomi untuk memfasilitasi
pengembangan kota. Dalam kasus ini,
berlangsung privatisasi tanah publik menjadi
privat untuk pembangunan properti. Berbeda
dengan di desa yang utamanya untuk industri
pangan atau bioenergi, akuisisi lahan di kota
untuk pembangunan properti, infrastruktur, dan
untuk pertumbuhan ekonomi.

Dari berbagai kasus yang diungkap, pola
umum akuisisi lahan adalah berlangsungnya
pengalihan kekuasaan tanah yang bersifat
struktural, peran kunci negara, berlangsung
dalam konteks pembangunan ekonomi-politik
neoliberal, menghasilkan penggusuran dan
pemiskinan, serta berskala global.



FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
AKUISISI LAHAN

Dari berbagai studi, misalnya Borras et al.
(2010), fenomena “global land grabs” terjadi
karena adanya krisis global di bidang pangan,
energi dan finansial. Krisis tersebut mendesak
pihak pemodal wuntuk menguasai tanah,
terutama di negara-negara Selatan yang
tanahnya lebih murah dan mudah diperoleh.
Jadi, sesungguhnya land grabbing di negara
Selatan didorong oleh aktivitas aktor ekonomi
berskala internasional.

Dua aktor utama adalah pemerintah dan
pelaku bisnis. TNC atau pemerintah luar negeri
biasanya selalu melakukan kerja sama (
tertutup) dengan pemerintah pusat, atau justru
pemerintah nasional sendiri yang menawarkan
tanah kepada investor. Dalam kondisi ini, maka
transaksi lahan skala besar diposisikan sebagai
sebuah program investasi, yang artinya
digerakkan oleh semangat pembangunan yang
ideal. Akuisisi lahan adalah demi pembangunan
pedesaan, mengurangi kemiskinan, membuka
lapangan kerja, menaikan pendapatan, transfer
teknologi, pembangunan infrastruktur, dan
meningkatkan produksi pangan. Dengan kata
lain, akuisisi lahan dibahasakan sebagai
masalah investasi, bukan masalah agraria.

Negara yang miskin sumber daya
membutuhkan jaminan pangan dan energi,
sedangkan negara kaya sumber daya
membutuhkan invetasi untuk  melakukan
pembangunan. Kesepakatn tidak tertulis (code
of conduct) ini yang dipegang aktor-aktor
transnasional. Mereka menggunakan asumsi
bahwa tersedia tanah “cadangan” untuk
pertanian di Selatan, dan keyakinan bahwa
industri pertanian akan membawa manfaat
untuk restorasi tanah yang rusak, marjinal, dan
kosong menjadi lebih produktif.

Penelitian Mishra (2011) di India melihat
bahwa kekuasaan negara sebagai aktor kunci
dalam akuisisi lahan dengan dalih
pembangunan, Kkebijakan nasional, dan
pertumbuhan ekonomi. Artinya, akuisisi lahan
merupakan gejala struktural yang didorong oleh
paradigma, diskursus yang berkembang, dan
kepentingan ekonomi-politik kekuasaan negara.

Banyak pihak menunjuk kepada dukungan
code of conduct yang dikeluarkan World Bank,
IFPRI dan RAIl dalam akuisisi lahan global
(Schneider 2011). Dalam norma ini, akuisisi
lahan dapat dibenarkan asalkan ada upaya
mitigasi atas resiko yang akan terjadi. Persoalan
ini hanya dilihat sebagai problem investasi,
bukan sebagai masalah agraria, yang
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semestinya dijalankan melalui pelibatan seluruh
stakeholder.

Secara umum, terdapat sejumlah faktor yang
mendorong terjadinya akuisisi lahan. Faktor
tersebut pada hakekatnya berada dalam
konteks keuangan, pangan, energi dan Kkrisis
iklim global. Krisis pangan global 2007-2008
yang telah mendorong kenaikan harga pangan,
menciptakan momentum politik dan ekonomi
bagi akuisisi lahan. Demikian juga, perubahan
iklim dan krisis energi menciptakan kebutuhan
mendesak baru untuk mencari tanah bagi
produksi tanaman energi terbarukan. Krisis
keuangan dan krisis pangan global tahun 2007-
2008 yang saling terkait turut menumbuhkan
persepsi bahwa tanah dan pangan perlu
diamankan dan didapatkan. Kedua krisis itu
meningkatkan akuisisi lahan secara dramatis.
Sementara, pelaku utama yang tindakannya
mendorong kenaikan pangan dan akuisisi lahan
berasal dari sektor bisnis, keuangan dan
pemerintahan.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong
berlangsungnya akuisisi lahan secara global.
Satu, krisis keuangan. Tahun 2008 dunia
dilanda krisis keuangan yang mengharuskan re-
evaluasi sektor keuangan. Praktik-praktik yang
tidak berkelanjutan, seperti preferensi atas
investasi berisiko tinggi yang memberikan
keuntungan dalam waktu singkat telah membuat
sektor keuangan terpuruk. Karena itu, para
investor mulai mencari opsi investasi yang lebih
aman, dimana tanah dianggap berisiko lebih
rendah dengan keuntungan jangka panjang.
Tanah pertanian menjadi investasi yang menarik
khususnya karena harga tanah tidak berubah
sesuai dengan harga komoditas (GRAIN
2011).Selain itu, tanah di Afrika misalnya masih
luas dan dapat disewa atau dibeli dengan harga
rendah.

Dua, keuntungan investasi yang diharapkan.
Perusahaan ekuitas Emergent Asset
Management misalnya, sebuah perusahaan
yang berkantor di London dan bergerak dalam
hedge fund dan private equity fund, menjanjikan
tingkat keuntungan hingga 270% untuk investasi
tanah pertanian di Afrika hanya untuk jangka
waktu lima tahun (Farrell 2011).

Tiga, krisis pangan. Sebagai contoh, pada
periode akhir tahun 2007 sampai 2008, harga
pangan melonjak ke tingkat yang tak terduga
bersamaan dengan harga minyak global. Hal ini
menjadi pemicu volatilitas di pasar keuangan
maupun energi. Aspek biofuel terkait dengan
krisis pangan , karena tanah yang
diperuntukkan bagi produksi pangan diubah
untuk produksi biofuel. Menurut penelitian Food
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Policy Research Institute (IFPRI) meningkatnya
permintaan atas biofuel berkontribusi atas
peningkatan rata-rata harga pangan sebesar
30% (von Braun 2008).

Empat, spekulasi keuangan dalam
komoditas pangan. Pelapor khusus PBB untuk
Hak atas Pangan, Olivier de Schutter

mengatakan dalam laporan yang dibuat tahun
2010 bahwa “sejumlah besar kenaikan harga
dan volatilitas komoditas pangan pokok hanya
dapat dijelaskan oleh munculnya gelembung
spekulatif” (Vidal 2010). Krisis pangan memicu
protes yang diwarnai kekerasan di seluruh dunia
dan menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan
pangan dan keresahan sosial. Untuk
menanggapinya, sejumlah negara pengimpor
pangan mulai melakukan sistem outsourcing
untuk produksi pangan mereka dengan tujuan
untuk mengamankan harga dan pasokan jangka
panjang. Negara-negara Teluk (Arab Saudia,
Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain),
menerapkan strategi bersama dan bermaksud
untuk menerapkan sistem outsourcing produksi
pangan mereka untuk dipertukarkan dengan
modal dan kontrak minyak (GRAIN 2011).

Lima, krisis iklim. Perluasan industri biofuel
berkaitan dengan krisis iklim dan energi serta
kebutuhan yang tak terelakkan akan sumber
energi terbarukan. Untuk menangani perubahan
iklim dan untuk memenuhi target pengurangan
emisi di Eropa, Uni Eropa (UE) kini menerapkan
kebijakan dan peraturan baru. Pedoman Energi
Terbarukan (RED 2009) yang menyatakan
bahwa 20% dari semua energi yang digunakan
di UE harus berasal dari sumber terbarukan
pada tahun 2020, dan bahwa 10% dari bahan
bakar transportasi harus berasal dari sumber
terbarukan pada tahun yang sama. Penyebab
lain adalah Pedoman Kualitas Bahan Bakar
(FQD 2009), yang mencakup pengurangan
emisi gas rumah kaca sebesar 6% (dari tingkat
2010) yang mengikat, yang harus dicapai pada
akhir 2020.Target ini mendorong konsumsi
energi yang berkelanjutan di Utara, namun
berakibat pada akuisisi lahan berskala besar
dan pembukaan hutan untuk perkebunan serta
emisi gas rumah kaca di bagian Selatan.Artinya,
mengurangi kemampuan penduduk di bagian
Selatan untuk beradaptasi terhadap perubahan
iklim menurun.

Satu modus lain akibat faktor iklim adalah
mekanisme perampasan akses dan kontrol atas
pengelolaan tanah secara diam-diam dengan
dalih perlindungan bumi dari perubahan iklim
yang diatur dalam mekanisme perdagangan
karbon.Saat ini diperkirakan terdapat 26,6 juta
hektar lahan di Indonesia yang diperdagangkan
dalam mekanisme perdagangan karbon

tersebut.Di Provinsi Jambi misalnya, ada lahan
seluas 101.000 hektar tanah yang di klaim
menjadi kawasan konservasi baru, sehingga
harus menggusur penduduk di atasnya.

Pola akuisisi juga dapat dilihat dari motivasi
yang melatarinya. Laporan World Bank (2010)
menyebutan besarnya ambisi investasi, dimana
37% berfokus pada pangan, 21% pada tanaman
industri bernilai tinggi, 21% pada biofuel, dan
sisanya terbagi atas area konservasi dan taman
perburuan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan. Riset Bank Dunia ini meliputi 464
proyek, 203 diantaranya meliputi informasi
tentang area seluas 56,6 juta ha di 81 negara.
Laporan juga mengungkapkan bahwa 48% dari
proyek, meliputi dua pertiga dari seluruh area
(39,7 juta ha) berada di Afrika Sub-Sahara,
berikutnya adalah Asia Timur dan Selatan (8,3
juta ha), Eropa dan Asia Tengah (4,3 juta), serta
Amerika Latin dan Karibia (3,2 juta ha) (World
Bank 2010).

Laporan Bank Dunia, menemukan bahwa
pelaku utama akuisisi lahan adalah pemegang
dana agribisnis dan investasi. Investor
tampaknya justru lebih lebih berminat pada
negara dengan indikator tata  kelola
pemerintahan yang lemah dengan hak atas
tanah setempat yang tidak dilindungi. Sebagian
besar proyek tidak memiliki analisis dampak
lingkungan meskipun terdapat risiko tinggi.
Laporan juga mendapatkan bahwa, investor dari
dalam negeri sendiri juga cukup signifikan,
sementara tingkat penciptaan lapangan kerja
dan investasi fisik seringkali sangatlah rendah
(Bolin  2011).Kajjan Bank Dunia juga
menyimpulkan bahwa banyak dari investasi itu
tidak memenuhi harapan dalam hal penciptaan
lapangan kerja dan manfaat yang berkelanjutan,
tetapi justru malahan memperburuk kondisi
masyarakat dari sebelumnya (World Bank
2010).

DAMPAK AKUISISI LAHAN PERTANIAN
BERSKALA LUAS

Secara tegas Tolo (2014) menyatakan
bahwa salah satu penyebab kemiskinan di dunia
adalah karena land grabbing. Perluasan
pertanian berskala besar kurang berpihak
kepada rakyat miskin, kurang membawa
manfaat, dan bahkan merugikan lingkungan
maupun masyarakat setempat. Hal ini juga
disampaikan Pelapor Khusus PBB untuk Hak
atas Pangan, Olivier de Schutter, dimana model
pembangunan pertanian seperti ini kurang tepat
(Perez 2018). Model ini hanya memberi



keuntungan bagi perusahaan agribisnis dan
mitra bisnisnya, namun bukan untuk pihak yang
rentan akan kelaparan dan harga pangan yang
tinggi.

Beberapa laporan menceritakan perihal
kehilangan kepemilikan dan tidak adanya
pemberdayaan masyarakat setempat. Alih-alih
memberikan kesempatan bagi warga miskin,
transaksi lahan ini semakin membuat mereka
terpuruk dan bahkan dikuatirkan akan terasa
dampaknya untuk  generasi  berikutnya.
Persoalan yang mendasar adalah karena
akuisisi berskala masif ini mengambil banyak
lahan subur dan menggunakannya untuk
produksi bahan pangan yang diekspor, bukan
untuk pemenuhan pangan setempat. Negara di
mana kelaparan masih mengancam dan
pemerintah masih tergantung pada bantuan
pangan, maka akuisisi lahan oleh pihak asing
sangat beresiko.

Khusus di Indonesia, akuisisi lahan berskala
besar berakibat pada meningkatkan konflik
tanah. Data dari Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA) menunjukkan bahwa selama
tahun 2013 terdapat 369 kasus konflik agraria
dengan luas areal mencapai 1,3 juta ha,
melibatkan 139.874 kepala keluarga (KPA

2013). Sepanjang tahun 2004-2015,
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)
melaporkan  1.772 konflik agraria yang

mencakup 6,9 juta hektar lahan dan melibatkan
1,1 juta rumah tangga petani. Lalu pada tahun
2015, KPA mendata ada 252 kasus konflik
agraria dengan sebaran berdasarkan sektor
perkebunan 50%, infrastruktur 28%, hutan 9%,
tambang 5%, dan lainnya 8% (Kantor staf
Presiden Republik Indonesia 2017).

Peralihan lahan secara luas dari hutan
menjadi pertanian mengakibatkan degradasi
lingkungan, ancaman kedaulatan pangan, dan
membawa dampak psikologis dan sosial bagi
korbannya, sebagaimana hasil riset Schneider
(2011) di Kamboja. = Demikian pula di India,
dimana studi Mishra (2011) di Orissa sebagai
daerah yang termiskin di India dan sering terjadi
konflik akibat dari pemindahan paksa atau
penggusuran warga. Mishra mendapatkan
bahwa kemiskinan di Orissa terjadi karena
transformasi agraria yang menyejarah sejak
jaman kolonial hingga neoliberal saat ini.
Perampasan tanah adalah kelanjutan dari
proses akumulasi primitif di era globalisasi. la
melihat hubungan antara perampasan tanah
dengan proses alienasi warga atas tanah
melalui diskriminasi dan peminggiran. Akusisi
lahan secara paksa di Orissa terjadi dalam
berbagai bentuk, antara lain, akuisisi lahan
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untuk pertambangan, industrial, militer, dan
proyek infrastruktur; konversi hutan untuk
tanaman agro-industrial, penggusuran oleh
negara untuk proyek konservasi. Persaingan
untuk menarik investor baik dari dalam maupun
luar negeri dilakukan melalui konsesi yang
sangat liberal.

Hampir sejalan dengan ini, penelitian
Chinsinga et al. (2013) di Malawi Utara
berkesimpulan bahwa perampasan tanah dalam
waktu singkat memang memberikan keuntungan
pada komunitas lokal, tetapi dari terambilnya
alat produksi yang dimilikinya membuat mereka

berpotensi  kehilangan kontrol atas aset
kehidupannya, dan membuatnya rentan
terhadap goncangan ekonomi.  Produksi

pertanian dengan komoditas sejenis secara luas
untuk ekspor merupakan ancaman yang serius
bagi ketahanan pangan lokal, termasuk karena
menurunnya kualitas SDA dan lingkungan
mereka. Komunitas lokal tidak memiliki
pengetahuan yang cukup, tidak terorganisir,
serta berada dalam pengaruh elit yang kuat.

Pada hakekatnya, akuisisi lahan
kontemporer saat ini adalah proses yang
bertransformasi dari dulu meskipun memiliki
spesifikasi yang berbeda dari sebelumnya.
Namun demikian, menurut White et al. (2012),
akusisi lahan selalu memberikan dampak yang
sama dari era-era sebelumnya, yaitu
proletarisasi, atau disebut dengan “surplus
population” yakni kondisi dimana masyarakat
yang kehilangan tanah tidak bisa subsisten lagi,
melainkan harus menjadi tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh kapital untuk bertahan hidup.

FENOMENA AKUISISI LAHAN DI INDONESIA

Akusisi lahan secara luas di Indonesia bukan
merupakan hal baru, terutama untuk perluasan
lahan perkebunan besar swasta. Akuisisi lahan
untuk sawit berkaitan dengan meningkatnya
impor kelapa sawit di Eropa dari Indonesia dan
Malaysia (Borras and Franco 2011).

Selain untuk pertanian, perusahaan swasta
besar, akuisisi lahan masyarakat juga terjadi
karena menjadi kawasan konservasi sesuai
dengan kebijakan pemerintah. Media massa
melaporkan akuisisi lahan yang sering diwarnai
konflik di banyak daerah, seperti di Mesuiji
(Lampung), Bima (NTB), dan Jambi. Di Papua
misalnya, hampir 5 juta ha tanah masyarakat
dialihkan untuk kepentingan penjualan karbon,
sementara di Jambi 101 ribu ha tanah diklaim
pemerintah menjadi kawasan konservasi,
demikian pula di Flores (NTT) dimana 3 ribu ha
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lebih tanah pertanian dijadikan kawasan hutan
lindung sehingga petani tidak dapat lagi
menggarapnya.

Salah satu akuisisi lahan yang cukup
menarik perhatian di Indonesia adalah Proyek
Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke
(Integrated Food and Energy Estate/MIFEE). Ini
merupakan mega proyek yang meliputi 1,28 juta
ha lahan, dimana ada 36 investor sudah
mendapatkan ijin konsesi, baik dari dalam
negeri maupun perusahaan Jepang, Korea,
Singapura dan Timur Tengah (Yanuarti 2012).
Komoditas utama yang akan diproduksi oleh
MIFEE adalah kayu, sawit, padi, jagung, kedelai
dan tebu. MIFEE akan menciptakan lapangan
pekerjaan tidak hanya untuk warga setempat
tapi juga pekerja transmigran.

Proyek itu juga disebut-sebut akan
mendorong ketahanan pangan nasional, serta
ketahanan energi. Tetapi pada kenyataannya
sebagian besar konsesi tanah dialokasikan
untuk perkebunan kayu industri (lebih dari
970.000 ha). Alokasi untuk kelapa sawit lebih
dari 300 ribu hadan tanaman pangan 69 ribu ha,
yang menunjukkan bahwa motivasi utama
MIFEE bukanlah demi ketahanan pangan dan
energi (Yanuarti 2012; Ginting dan Pye 2011).
Hasil penelitan Ginting and Pye (2013)
menemukan adanya resistensi yang dilakukan
oleh penduduk lokal. Resistensi ini terkait isu
yakni wacana hak atas hutan, reforma agraria,
dan kedaulatan pangan. Program ini bertolak
dari Inpres No 5 tahun 2007 tentang Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat,
Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2009
tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010
tentang MIFEE. Investor di MIFEE adalah
perusahaan trans-nasional dan lokal.

Kajian Takeshi et al. (2011) menunjukan
peran negara yang besar dalam proses akuisi
lahan di Merauke , melalui mekanisme
“naturalisasi” (membuat  wajar) akusisi
lahanyang dijalankan melalui dua cara vyaitu
penyebaran wacana konsep pentingnya
pengusahaan tanah untuk bisnis pertanian
melalui diskursus krisis pangan dan energi,
serta memasukan MIFEE dalam perencanaan
wilayah propinsi. Proyek diinisiasi pemerintah
dengan menyediakan regulasi sebagai payung
hukum dan menjadi bagian pembangunan
nasional melalui MP3EI.

Dalam bentuk lain adalah, penelitian Andika
(2014) mempelajari relasi antara meningkatnya

pertambangan, perampasan tanah dan
pembentukan kelas pekerja di Kabupaten
Morowali  (Sulawesi  Tengah).  Penelitian

mendapatkan bahwa meningkatnya
pertambangan berdampak pada maraknya
kasus akuisisi lahan, yang lalu juga mendorong
terbentuknya kelas pekerja. Kelas pekerja yang
dimaksud adalah pekerja tambang yang dulunya
berasal dari petani yang tanahnya terampas
untuk industri tambang. Perampasan tanah
membuatnya terproletarisasi, sehingga menjadi
pekerja upahan. Menurut Laporan Pemda
Kabupaten Morowali, ada 144 izin usaha
pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar
440 ribu ha. Selain itu, juga terdapat izin konsesi
bagi perkebunan skala besar seperti sawit,
dengan luas sekitar 250 ribu ha.

Kelas pekerja yang ada di industri tambang
terstratifikasi secara hieriarkis. Masyarakat yang
dulunya menjadi petani, menempati posisi
hierarkis paling rendah. Biasanya mereka
menjadi buruh kasar dengan upah yang rendah.
Status kerja pekerja di perusahaan tambang,
biasanya terbagi menjadi dua tipe, yaitu pekerja
kontrak dan pekerja tetap. Selain itu, mengikuti
perkembangan relasi industrial, saat ini muncul
juga pekerja outsourcing.

Pola dampak seperti ini sesungguhnya
bukan hal baru, karena relatif serupa dengan
espansi masif dari perkebunan komersial
terutama kelapa sawit dan karet di Indonesia,
sebagaimana juga di Filipina, Vietnam, Laos,
Kamboja dan Myanmar (White 2015). Menurut
White ini lebih kurang berakar dari pola sosial
ekonomi politik era kolonial zaman dulu.
“..These were the very commodities and
production models that formed the basis of
French and British colonial rule, and from which
revolutions and wars of national liberation were
to free the people of these countries”. Ini adalah
reinstating dari model tersebut, melalui koersi
and kekerasan kepada warga.

Adanya resistensi masyarakat menunjukkan
adanya ketidaksepakatan dalam perencanaan
dan pendekatan pembangunan.  Konflik
meningkat seiring ekspansi perkebunan swasta
besar. Dalam 20 tahun terakhir, terjadi
peningkatan perluasan perkebunan kelapa sawit
dari 6,1 juta ha hingga lebih dari 20 juta ha
(Samon 2009; White 2015). Investor Eropa
terlibat dalam perusahaan sawit (FEE 2013),
yang menghasilkan lebih kurang 650 konflik
dengan masyarakat. Akuisisi lahan yang dibalut
dengan dalih perlindungan bumi dari perubahan
iklim berupa mekanisme perdagangan karbon
juga berlangsung di Indonesia (secara total
diperkirakan seluas 26,6 juta ha).
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Fenomena akuisisi lahan secara besar-
besaran bukan merupakan suatu pendekatan
pembangunan yang bijak, karena tidak adil di
tengah kondisi kelaparan lahan pada petani,
serta banyaknya dampak negatif yang tidak
terkontrol. Akusisi lahan mesti ditempatkan
sebagai perencanaan yang terintegratif dengan
yang lain untuk menghindarkan konflik dan
ketimpangan.

Fenomena “land grabbing” yang sering
dibahasakan dengan “perampasan tanah”
selama ini jarang dibicarakan secara terbuka
dan keterlibatan kalangan akademisi juga
terbatas. Diskusi  seringkali “dibungkus”
sebagai sebuah fenomena investasi belaka.
Pada masa mendatang, permasalahan ini
semestinya harus dapat dikupas secara
komprehensif dan terbuka, sehingga tidak
mengandung bahaya laten. .

Isu akuisisi lahan pertanian yang menarik
terletak pada dua aras yaitu dunia dan lokal.
Pada aras dunia adalah terjadinya penguasaan
yang semakin memusat pada pengusaha-
pengusaha besar di negara maju, sehingga
konfigurasi relasi antar negara akan diwarnai
relasi  dominansi-subordinasi yang akan
membawa dampak pada struktur ekonomi dan
politik  dunia. Sedangkan di aras lokal
berlangsung  penyingkiran dan  semakin
tertutupnya peluang akses petani kecil kepada
lahan pertanian.

Produksi pangan dunia cukup untuk memberi
makan seluruh penduduk dunia. Permasalahan
sesungguhnya terletak pada penguasaan
sumber-sumber produksi serta distribusi pangan
yang  terkonsentrasi pada  perusahaan-
perusahaan besar. Konsentrasi pemilikan tanah
pertanian di tangan perusahaan agribisnis dan
industri pangan raksasa dalam gejala akuisi
lahan ini, justru akan menyebabkan semakin
rentannya masyakarat terhadap kerawanan
pangan.

Langkah nyata untuk mengatasi
ketimpangan penguasaan lahan sekaligus krisis

pangan adalah dengan sungguh-sungguh
melaksanakan reforma agraria. Pemerintah
telah  memprogramkan untuk  melakukan

reforma agraria seluas 9 juta ha lahan untuk
dibagikan ke petani dalam kurun waktu lima
tahun yakni dari tahun 2015 sampai 2019 dalam
Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).
Program landreform ini terbagi atas dua skema
yaitu berupa legalisasi asset seluas 4,5 juta ha
ditambah redistribusi lahan juga seluas 4,5 juta
ha (Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
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2017). Program seperti ini semestinya dapat
berlanjut ke depan, dengan mengurangi
penguasaan lahan yang mengarah pada
ketimpangan.

Untuk mengatasi problem akuisisi lahan,
Borras and Franco (2012) misalnya mengajukan
alternatif berupa konsep “kedaulatan tanah”
(land sovereignty). Kedaulatan atas tanah
adalah hak yang dimiliki oleh kelas pekerja
untuk mengakses, menguasai, dan
menggunakan tanah, dan hidup di atasnya.
Dalam jangka pendek, akuisisi lahan berskala
besar harus dapat ditekan karena potensi
dampak jangka panjangnya yang buruk. Dua hal
yang harus segera dibenahi adalah membangun
pemerintahan lokal yang kuat (effective
governance) serta penguatan hak petani lokal
terhadap lahan (secure farmers' land rights).
Kedua solusi ini sejatinya juga relevan untuk
menjadi catatan pada kasus akuisisi lahan di
Indonesia.
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